
 
 
 
 

 
 
 

BUPATI SUMBA BARAT 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 
NOMOR  4  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI SUMBA BARAT, 
 

 
Menimbang :  a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2016 ; 

 



b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang  

Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Daerah   Tahun Anggaran 2016 ; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali,  Nusa  Tenggara  Barat  dan Nusa  Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan 

Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2004  Nomor  126,   Tambahan   Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2016   Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang  Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146   , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5907); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768 )  ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten Sumba Barat  

Nomor 0001). 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 

dan 
BUPATI SUMBA BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH       

TAHUN ANGGARAN 2016. 

 

 
 
 
 



 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut  : 

1. Pendapatan  

a. Semula         Rp.   ,671.894.070.924.- 

b. Bertambah         Rp.    30.714.468.904,68,- 

    Jumlah Pendapatan setelah perubahan          Rp. 702.608.539.828,68  

         

2. Belanja Daerah 

a. Semula         Rp. 713.844.652.305.- 

b. Bertambah         Rp. 93.758.232.384,56   

         Jumlah Belanja setelah Perubahan          Rp. 807.602.884.689,56 

          Defisit setelah Perubahan            Rp. 104.994.344.860,88     

               

3. Pembiayaan Daerah   : 

a. Penerimaan  

1. Semula   Rp. 41.950.581.381.- 

2. Bertambah     Rp. 63.043.763.479,88 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan         Rp. 104.994.344.860,88 

 
b. Pengeluaran 

1. Semula       Rp.    0,- 

2. Bertambah      Rp.   0,- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan         Rp.   0,- 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan        Rp. 104.994.344.860,88 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan       Rp.   0,-    



 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari  : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula         Rp. 52.733.509.257.- 

2. Bertambah        Rp.   3. 280.816.038,68 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan        Rp. 56.014.325.295,68  
 

b. Dana Perimbangan  

1. Semula       Rp. 564.074.587.000.- 

2. Bertambah        Rp.   25.074.185.300,- 

    Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan        Rp. 589.148.772.300,-   
    

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah       

1. Semula       Rp. 55.085.974.667.- 

2. Bertambah       Rp.   2.359.467.566,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah        Rp.  57.445.442.233,- 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  

1. Semula       Rp. 7.433.173.254.- 

2. Bertambah       Rp.    547.242.258,97 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan         Rp. 7.980.415.512,97  

           
b. Retribusi Daerah    

1. Semula       Rp. 2.479.199.152.- 

2. Bertambah       Rp.    428.400.000,-   

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan        Rp. 2.907.599.152,-  



     
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

1. Semula       Rp. 12.010.000.000.- 

2. Berkurang       Rp.      776.001.085,- 

Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan      Rp. 11.233.998.915,-  

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  

1. Semula       Rp. 30.811.136.851.- 

2. Bertambah       Rp.   3.081.174.864,71    

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan      Rp. 33.892.311.715,71  

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

1. Semula       Rp. 11.820.903.000.-  

2. Berkurang       Rp.   1.852.737.000,-    

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan    Rp. 9.968.166.000,- 

        

b. Dana Alokasi Umum           

1. Semula       Rp. 397.520.803.000.- 

2. Bertambah       Rp.   0,-       

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan        Rp. 397.520.803.000.-  

 

c. Dana Alokasi Khusus  

1. Semula       Rp. 154.732.881.000.- 

2. Bertambah       Rp.   26.926.922.300,- 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan        Rp. 181.659.803.300,-  

 



(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah            

1. Semula  Rp. 2.500.000.000.- 

2. Bertambah       Rp.        0,- 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan        Rp. 2.500.000.000,-  
 

b. Dana Darurat 

1. Semula       Rp  0.- 

2. Bertambah       Rp.  0. - 

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan         Rp.  0 - 
 

c. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

1. Semula       Rp. 10.534.610.667.- 

2. Bertambah       Rp.   2.454.717.566,-     

Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah  

Lainnya setelah perubahan           Rp. 12.989.328.233,-  
 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1. Semula       Rp. 41.812.114.000.-  

2. Bertambah       Rp.     0,-  

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan     Rp. 41.812.114.000.-  
 

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau dari  Pemerintah Daerah Lainnya 

1. Semula       Rp. 239.250.000.- 

2. Berkurang       Rp.   95.250.000,-  

Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau  

dari  Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan       Rp. 144.000.000,-  



Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari  : 

a. Belanja Tidak Langsung  

1. Semula  Rp. 256.113.164.870,- 

2. Bertambah  Rp.   15.500.474.202,56,-   

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan        Rp. 271.613.639.072,56,- 
 

b. Belanja Langsung  

1. Semula  Rp. 457.731.487.435.- 

2. Bertambah  Rp.   78.257.758.182,- 

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan         Rp. 535.989.245.617,-  
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja  : 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula  Rp. 197.868.052.470.- 

2. Berkurang  Rp.     1.392.259.862,- 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan         Rp. 196.475.792.608,-  
 

b. Belanja Bunga  

1. Semula  Rp.   0,- 

2. Bertambah  Rp.   0,- 

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan         Rp.   0,- 
 

c. Belanja Subsidi  

1. Semula  Rp.   0,- 

2. Bertambah  Rp.   0,- 

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan         Rp.   0,- 



d. Belanja Hibah  

1. Semula  Rp. 1.218.348.400.- 

2. Bertambah  Rp. 2.696.398.400,-   

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan         Rp. 3.914.398.400,-  

 
e. Belanja Bantuan Sosial  

1. Semula  Rp. 68.000.000.- 

2. Bertambah  Rp.           0- 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan        Rp. 68.000.000,-   

 
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

1. Semula  Rp.   0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  

Pemerintahan Desa setelah perubahan         Rp.   0,- 

 
g. Belanja Bantuan Keuangan  

1. Semula  Rp. 53.958.764.000.- 

2. Bertambah  Rp. 14.196.684.064,56  

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan       Rp. 68.155.448.068,56  

 

h. Belanja Tidak Terduga  
1. Semula  Rp. 3.000.000.000.- 

2. Bertambah  Rp.   0,-     

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan        Rp. 3.000.000.000,-  

 
 
 



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja  : 

a. Belanja Pegawai  

1. Semula  Rp. 71.619.882.600.- 

2. Bertambah  Rp.  4. 918.751.944,-    

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan         Rp. 76.460.034.544,-  
 

b. Belanja Barang dan Jasa  

1. Semula  Rp. 150.393.375.355.- 

2. Bertambah  Rp.   24.058.272.090,- 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan       Rp. 174.451.647.445  
 

c. Belanja Modal       

1. Semula         Rp. 235.796.829.480.- 

2. Bertambah        Rp.   49.280.734.148,- 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan         Rp. 285.077.563.628,-  

 
Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari  : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula  Rp. 41.950.581.381.- 

2. Bertambah  Rp. 63.043.763.479,88 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan       Rp. 104.994.344.860,88  
 

b. Pengeluaran Pembiayaan  

1. Semula  Rp.   0,-   

2. Bertambah  Rp.  0,-  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan       Rp.  0,-  



 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan   : 

i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya  

( SILPA )  

1. Semula  Rp. 41.950.581.381.- 

2. Bertambah  Rp. 63.039.383.479,88 

Jumlah SILPA setelah perubahan     Rp. 104.989.964.860,88  
 

ii. Pencairan Dana Cadangan  

1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan       Rp.  0,- 
 

iii. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

setelah perubahan            Rp.  0,- 
 

iv. Penerimaan Pinjaman Daerah  

1. Semula  Rp.   0,- 

2. Bertambah  Rp.   0,- 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Cadangan setelah perubahan      Rp.   0,- 

 

v. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  

1. Semula  Rp.       0,  

2. Bertambah  Rp.  4.380.000,- 

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Cadangan setelah perubahan     Rp. 4.380.000,- 



 

vi. Penerimaan Piutang Daerah  

1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan       Rp.  0,- 

 
 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan  : 

a. Pembentukan Dana Cadangan  

1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan       Rp.  0,- 

 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah  

1. Semula  Rp.  0,-    

2. Bertambah  Rp.  0,-  

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan    Rp.  0,-  

 

c. Pembayaran Pokok Utang  

1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Daerah setelah perubahan      Rp.  0,- 

d. Pemberian Pinjaman Daerah   
1. Semula  Rp.  0,- 

2. Bertambah  Rp.  0,- 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan       Rp.  0,-  

 



Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari  : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan  

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah ; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ; 

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam  

Tahun Anggaran ini  ; 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 
 

Pasal 6 

Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan.  
 

 
 
 



Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   
 
Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumba Barat. 

Ditetapkan di Waikabubak 

pada tanggal , 26 Oktober 2016 
 

BUPATI SUMBA BARAT, 
 
            TTD 

 
 

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE 
 
Diundangkan di Waikabubak 

pada tanggal, 26 Oktober 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, 
        
 
        TTD 
 
UMBU DINGU DEDI 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN  2016  NOMOR   4 
 
 
 


	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
	TAHUN ANGGARAN 2016

